SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG
PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor : 901/PY.02.1-
SD/06/2025, tangal 21 Mei 2025, perihal Tindak Lanjut
Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan
Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-
XXIII1/2025;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Barito Utara yang tertuang dalam
Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Utara Nomor : 55/PL.02.2-
BA/6205/2025, tanggal 28 Mei 2025;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Barito Utara tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum
Daerah Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan
Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada

Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil



Mengingat

1.

Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-
XXIII/2025;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6512);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024
tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024



Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota
dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 496);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun
2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Utara Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun
2024 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Barito Utara Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun
2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Utara Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Barito Utara Tahun 2024;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Utara Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pembatalan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor
Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Barito Utara Tahun 2024;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito
Utara Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tahapan dan Jadwal
Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-
XXIII/2025;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-
XXIII/2025;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BARITO UTARA TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA PEMUNGUTAN SUARA ULANG
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Doris
Sylvanus Palangka Raya sebagai tempat pelaksanaan
pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun
2024 tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
313/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan jasmani, rohani,dan
bebas penyalahgunaan narkotika Bakal Pasangan Calon
pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan
wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di laksanakan
berdasarkan ketentuan sebagaimana di atur dalam
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun
2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan
dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
Tahun 2024.



KETIGA . Segala biaya sebagai akibat dikeluarkan keputusan ini
dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 untuk
Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-
XXIII/2025.

KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 28 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesual dengan aslinya
ETAaIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
JPAY “‘{%@HO UTARA
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